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CORRUPTION : THE REAL TERRORIST!!

CRIME AGAINST the HUMANITY



KORUPSI : DAMPAK PELEMAHAN
TERHADAP DEMOKRASI & PEMENUHAN

PRINSIP PERADILAN ADIL & FAIR

1.
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PETA KORUPSI Di INDONESIA :2.

A. SEKTOR KORUPSI
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B. KLASIFIKASI KORUPSI

C. AKTOR KORUPSI
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DEMOKRASI : KORBAN KORUPSI 3.

A. FUNGSI DEMOKRASI

1. DISTRIBUSI POLITICAL RESOURCES SECARA FAIR.
2. PEMERATAAN SUMBERDAYA POLITIK.
3. PENYETARAAN HAM SIPOL‐EKOSOB RAKYAT SEBAGAI

YANG BERDAULAT.
4. PENGONTROL KEKUATAN POLITIK YANG MENYELEWENG 
5. PENGENDALI PRAKTEK EKONOMI KAPITALISME PASAR

SEBAGAI ANCAMAN DEMOKRASI.
6. KATALISATOR CIVIL BARGAIN versus POLITICAL & 
BUSINESS COMMUNITY.
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B. REALITAS DEMOKRASI :

1. ALAT PARPOL PRAGMATIS UTK KEPENTINGAN KEKUASAAN
SEMATA.

2. TIDAK MEMILIKI KONSEP KKONTEKS MASYARAKAT & BUDAYA
RAKYAT.

3. TIDAK DIPAHAMI OLEH ELIT POLITIK & RAKYAT
4. MENJADI KORBAN PERMAINAN PRAGMATISME POLITIK : 

5. BELUM DIFUNGSIKAN UNTUK MENGHASILKAN PRODUK
POLITIK YANG JUJUR & FAIR (SELEKSI CALON PEJABAT PUBLIK
DI DPR) KARENA FAKTOR TRANSAKSIONAL 6



PERADILAN TIDAK ADIL & FAIR4.

1. MANIPULASI FAKTA DAN BUKTI.
2. MANIPULASI PEGERTIAN ETIS YURIDIS UNTUK DALIL BAP,

DAKWAAN, PEMBELAAN DAN VONIS.
3. MENTAL MALAS BACA, TELITI DAN AKUNTABEL.
4. ALAT KEKUATAN POLITIK DAN BISNIS.
5. UN-PROFESSIONAL CONDUCT.
6. KRISIS RITUALITAS DENGAN DAMPAK : SPIRITUALITAS DAN

INTELEKTUALITAS RENDAH.
7. KORBAN BUDAYA FEODALISME DAN PATRONASME.
8. TIDAK MEMAHAMI KONSEP PUTUSAN SEBAGAI TOOL OF

SOCIAL JUSTICE DAN DEMOCRATIZATION PROCESS + 
HUMAN RIGHT ENFORCEMENT.
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DAMPAK KORUPSI TERHADAP DEMOKRASI
&

PERADILAN ADIL DAN FAIR
5.

1. Demokrasi MENDISTRIBUSIKAN SDM POLITISI, BIROKRASI & PENEGAK HUKUM.
2. KORUPSI MEROBEK MARWAH INSTITUSI POLITIK, PEMERINTAH, KEKUASAAN 

KEHAKIMAN & MASYARAKAT AKAR RUMPUT.
3. PUBLICT DISTRUST TERHADAP APARAT NEGARA, MENGUATNYA PREMANISME
4. KONFLIK HORIZONTAL AKIBAT DISTRIBUSI & ALOKASI HAM SIPOL EKOSOB YG

TRANSAKSIONAL.
5. MENCIPTAKAN KERAWANAN SOSIAL POLITIK KEAMANAN & SUBVERSIF.
6. PEMBUSUKAN SUBTANSI & KONSTRUKSI TATANAN NILAI AGAMA, PANCASILA &

BUDAYA BANGSA.

7. TAMPILNYA IDEOLOGI (LAMA-LAMA MENJADI 
FALSAFAH) PRAGMATISME, PEMALAS DALAM
KEJUJURAN & PENYEMBAH HARTA (HEDONISME)

8. LULUH LANTAKNYA KEMANUSIAAN FITRAH/
OTENTIK & RUMAH TANGGA

9. ROBOHNYA THE RULE OF LAW, DEMOKRASI DAN
HAM
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Peta  Korupsi  di  Indonesia

Penerima- 
an non 
Pajak

Pungutan 
daerah

Bantuan 
Sosial

DAU/ DAK/ 
Dekonsen- 

trasi

Peneri- 
maan 
Pajak

Belanja 
Barang 

dan JasaPetaPeta 
KorupsiKorupsi

1. Penyelewengan 
dari target →

 

Audit 
Perencanaan
2. Pemerasan 
kepada wajib pajak 
→

 

Transparansi & 
akuntabilitas sistem 
pajak
3. Manipulasi data 
→

 

Perbaikan sistem
4. Terjadi COI →

 
Inisiasi UU COI

1. Penyalahgunaan perizinan
→

 

Perbaikan sistem 
kewenangan
2. Tidak ada single data base 
→

 

Integrated database
3. Penyelewenangan penyetoran 
→

 

Perbaikan sistem penerimaan

1. Penyimpangan 
prosedur pengadaan 
→

 

Mendorong eproc, 
pembentukan ULP, 
penetapan HPS, 
pengaturan COI, 
Whistleblower 
system, 
transparansi dan 
akuntabilitas sistem 
pengadaan.

1. Penyimpangan 
peruntukan
2. Penggelapan
3. Fiktif
→

 

Perbaikan 
sistem 
penganggaran, 
Penguatan 
pengawasan DPR 

1. Masuk pada 
APBD: 
Penyalahgunaan 
wewenang, 
penggelapan
2. Pelaporan tidak 
standar
3. Alokasi 
penggunaan tidak 
transparan
→

 

Perbaikan 
sistem

1. PERDA tak mengacu pada perUU 
→

 

penertiban Perda
2. Penghasilan aparat →
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Perkara
 

Korupsi
 

yang ditangani
 

KPK

JENIS 
PERKARA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 JUMLAH

Pengadaan 
Barang/Jasa 2 12 8 14 18 16 16 10 96

Perijinan 5 1 3 1 0 10

Penyuapan 7 2 4 13 12 19 25 82

Pungutan 7 2 3 0 12

Penyalahgunaan 
Anggaran 5 3 10 8 5 4 35

JUMLAH 2 19 27 24 47 37 40 39 235
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Potensi TPK dari Pengaduan Masyarakat

No Delik TPK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah

1 Benturan kepentingan 
dalam pengadaan

- - - - 105 123 100 144 472 

2 Gratifikasi - - - - 63 35 48 52 198 

3 Pemerasan - - - - 209 74 96 72 451 

4 Penggelapan dalam jabatan - - - - 198 122 73 67 460 

5 Penyuapan - - - - 232 124 196 237 789 

6 Penyalahgunaan 
Wewenang

- - - - 2,564 1,514 1,521 1,524 7,123 

7 Perbuatan Curang - - - - 87 37 26 28 178 

8 Pidana lainnya terkait TPK - - - - 410 184 135 180 909 

9 Lainnya 1,306 748 541 2,463 5,058 

10 Belum diklasifikasikan 2,281 7,361 6,939 6,510 3,525 4,285 3,529 1,555 35,985 



Penanganan Kasus TPK oleh KPK  2004 –
 2013 (Maret)
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Korupsi
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Modus Korupsi di Indonesia
Jenis Korupsi
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Belum semua dapat terjerat!

KorupsiEksekutif

Legislatif

Yudikatif

Lembaga
Internasional
di Indonesia Swasta

Nasional

Swasta
Internasional
di Indonesia

Non‐Profit 
Organisation

Diatur di UU Tipikor Belum Diatur di UU Tipikor
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